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KEPUTUSAN CAMAT BONTOMANAI
NOMOR :        TAHUN 2022
TENTANG

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
( LAKIP )

KECAMATAN BONTOMANAI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
CAMAT BONTOMANAI
Menimbang        
:
a. 
Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai Visi, Misi dan Tujuan Instansi Pemerintah, serta dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance), perlu disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP );

               
b.
bahwa dengan telah dilaksanakannya program kerja dan anggaran Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021, sebagai penjabaran hasil program kerja setiap satuan kerja diwajibkan menyampaiakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
           
c.
Sehubungan hal tersebut diatas maka wajib bagi Kecamatan Bontomanai menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP) Kecamatan Bontomanai  Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 yang dituangkan dalam Keputusan Camat Bontomanai.
Mengingat       
: 
1. 
Instruksi Presiden Nomor. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja   Intansi Pemerintah;

  
2.
Undang – undang  Nomor. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor. 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3851 ), sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undng – undang Nomor. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2008 Nomor. 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4844 );

3. Undang – undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4286 );
4. Undang – undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4437 );
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor. 82, Tambahan Lembaran Negara    Nomor. 4737 );
7. Keputusan Kepala LAN : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusuanan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah

MEMUTUSKAN
Menetapkan         
:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah ( LAKIP ) Kecamatan  Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021
PASAL 1
                 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 merupakan hasil kerja dari pelaksanaan program kerja dan anggaran satuan kerja Kecamatan Bontomanai Tahun 2021.
PASAL 2

Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 disusun sebagai berikut :

Ikhtisar Eksekutif

BAB I
: Pendahuluan

BAB II
: Perencanaan Stratejik 

BAB III
: Akuntabilitas 

BAB IV
: Penutup 

PASAL 3

Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah ( LAKIP ) Kecamatan  Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
PASAL 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.
     Ditetapkan di  :  Bontomanai
     Pada tanggal   : 15  Februari 2021
     CAMAT BONTOMANAI
ZULFIKRI, S.STP.

Pangkat 
:
Pembina
NIP. 
:
19790818 1997 11 1 002
KATA PENGANTAR

Dalam rangka terselenggaranya Pemerintah yang baik good governance serta mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara maka diterbitkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan tindak lanjut dari TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 dan Undang – undang No. 28 Tahun 1999 yang keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Semua ini merupakan terobosan dalam pembangunan dengan sistem Akuntabilitas Negara  Modern yang handal, demokratis, professional, efisiensi, efektif, berkualitas, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Dengan berpedoman pada ketentuan – ketentuan diatas dan dengan didasari keinginan yang luhur guna mewujudkan good governance maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya dari Kecamatan Bontomanai.

Dengan disusunnya LAKIP ini diharapkan pelaksanaan kegiatan pada kantor Kecamatan Bontomanai lebih akuntabel karena sudah terencana dan terpola serta terpadu sesuai yang diharapakan sehingga mewujudkan good governance.





Bontomanai, 15 Februari 2021





CAMAT BONTOMANAI,
 ZULFIKRI, S.STP.
 Pangkat 
: Pembina
 NIP : 19790818 199711 1 002
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IKHTISAR  EKSEKUTIF

Pada tahun 2021 ini, Kantor Kecamatan Bontomanai telah melaksanakan kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kerja Tahun 2021 untuk mencapai 8 ( delapan) sasaran atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.
Berdasarkan penilaian sendiri ( self assessment ) atas realisasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2021, menunjukkan bahwa rata – rata capaian kinerja dari 8 ( delapan  ) sasaran yang telah ditetapkan adalah 100 %. Keberhasilan ini disumbangkan oleh 8 (delapan)  sasaran yang berhasil mencapai tingkat capaian sasaran di atas 90 %. Beberapa sasaran yang dikategorikan berhasil adalah sebagai berikut :
	NO
	SASARAN
	Nilai Capaian Kinerja

	1
	2
	3

	1


	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
	100 %

	2
	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur
	100 %

	3
	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
	100 %

	4
	Terselenggaranya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	100 %

	5
	Meningkatnya koordinasi dalam pelayanan penyelenggaraan bidang pemerintahan
	100 %

	6
	Meningkatnya koordinasi dalan pelayanan ekonomi dan pembangunan
	100 %

	7
	Meningkatnya koordinasi dalam pelayanan kesejahteraan sosial
	100 %

	8
	Meningkatnya koordinasi dalam pelayanan ketentraman dan ketertiban umum
	100 %


 Secara keseluruhan Kantor Kecamatan Bontomanai telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar Rp. 2.347.575.000,00 dengan dana yang terealisasi sebesar Rp. 2.300.763.028  atau 98,01 %.   
BAB I

PENDAHULUAN
1.  Data Umum Orgainsasi
*. Dasar Hukum

a. Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

b. Undang – undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih  dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

c. Inpres RI No. 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara

d. Inpres RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah
e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

*. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 82 Tahun 2020 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Bontomanai.
Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas 

b.1.  Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

     Dalam menyelenggarakan  tugas tersebut, maka Camat  menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah 

2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah.

3. Pelaksanaan evaluasi  dan pelaporan urusan pemerintahan bidang tonomi daerah 

4. Pelaksanaan administrasi Kecamatan, dan

5. Pelaksanaan funsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya
Uraian tugas Camat  meliputi :
a. Menyusun rencana kegiatan Kecamatan sebagaimana pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas;

c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Kecamatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. Menyusun rancangan mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. Mengikuti rapat  sesuai bidang tugasnya;

f. Melaksanakan  Urusan Pemerintahan umum;
g. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
h. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
i. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
j. Mengordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
k. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sosial Kemasyarakatan;
l. Melaksanakan pembinaan di bidang mental dan  keagamaan.
m. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan
n. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan
o. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan.
p. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten;
q. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;

r. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
s. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Camat dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b.2. Sekretariat

· Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program,  pelaporan,  umum, kepegawaian, hukum dan keuangan dlam lingkungan kecamatan.
· Dalam melaksanakan tugas Sekretaris menyelenggarakan  fungsi:
1. Pengordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Kecamatan
2. Pengordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum.
3. Pengordinasian urusan umum dan kepegawaian
4. Pengordinasian pengelolaan adminisrasi keuangan dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
Uraian tugas Sekretaris meliputi :

a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 

c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya

f. Melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan program kerja;
g. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
h. Mengelola administrasi umum;
i. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian
j. Mengelola administrasi keuangan;
k. Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan;
l. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan urusan kesekretariatan
m. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
n. Menilai Kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b.3.  Sub Bagian  Umum,  Kepegawaian dan Hukum
Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga, mengelola administrasi kepegawaian serta pengelolaan peraturan perundang-undangan..

Uraian tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum meliputi : 

a. Menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas 
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk  pelaksanaan tugas;

c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian  Umum, Kepegawaian dan Hukum  untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
f. Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian;
g.  Melakukan pelayanan teknis administrasi Kecamatan;
h. Melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat;
i. Melakukan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris Kecamatan dan keprotokolan;
j. Memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor;
k. Melakukan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
l. Melakukan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan Perundang-undangan;
m. Mengajukan pertimbangan hukum dalam lingkup kecamatan;
n. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
o. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
p. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum,Kepegawaian dan Hukum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
b.4. Sub Bagian Program dan Keuangan


Sub bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pengelolaan dan pelaporan keuangan.
Uraian tugas Kepala Subbagian Program dan Keuangan meliputi :

a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b.    Mendistribusikan dan memberi petunjuk  pelaksanaan tugas;

c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Program dan Keuangan;
d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Melakukan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis kecamatan;

g. Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Kecamatan;

h. Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;

i. Menyusun rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran;

j. Melakukan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan;

k. Melakukan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan Kecamatan;
l. Melakukan pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi penatausahaan keuangan Kecamatan;
m. Menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan yang meliputi realisasi anggaran bulanan, semesteran, tahunan;
n. Menyusun neraca keuangan Kecamatan;

o. Melakukan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;

p. Melakukan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;

q. Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan poengembangan pembangunan bidang Kecamatan;

r. Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan bidang kecamatan;

s. Melakukan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;

t.  Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
u. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
v. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Keuangan serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
w. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b.5.   Seksi  Tata Pemerintahan


  
Seksi Tata Pemerintahan dipimpin  oleh Kepala Seksi yang mepunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan.

Uraian tugas Kepala Seksi Tata Pemerintahan meliputi :

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk  pelaksanaan tugas;

c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Tata Pemerintahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. Memfasilitasi pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;

g. Melakukan pelayanan administrasi kependudukan, fasilitasi penyelenggaraan pertanahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
h. Melakukan pembinaan desa/kelurahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan
i. Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan desa/kelurahan;
j. Melakukan inventarisasi aset atau kekayaan Pemerintah desa/kelurahan dan Pemerintah Daerah serta kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
k. Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis dibidang pemerintahan;
l. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non lembaga pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
m. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan perturan perundang-undangan;
n. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b.6.  Seksi  Ketentraman dan Ketertiban Umum


  
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin  oleh Kepala Seksi yang mepunyai tugas membantu Camat dalam mengordinasikan dan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum.

Uraian tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum meliputi :

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk  pelaksanaan tugas;

c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. Melakukan fasilitasi kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban;
g. Melakukan fasilitasi sistim keamanan lingkungan;
h. Melakukan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
i. Melakukan dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
j. Memfasilitasi penegakan Peraturan Daerah bersama penyidik pegawai negeri sipil;
k. Melakukan pengamanan kebijakan Peraturan Daerah dalam bidang ketenteraman dan ketertiban;
l. Melakukan penyusunan program, pedoman, petunjuk teknis terkait ketentraman dan ketertiban umum;
m. Melakukan penyusunan petunjuk teknis inventarisasi, dokumentasi, dan perizinan tempat usaha berdasarkan perundang-undangan;
n. Melakukan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
o. Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian evaluasi kebijakan teknis dibidang ketentraman dan ketertiban umum;
p. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;

q. Menilai kinerja apartur sipil negara sesuai ketentuan pertauran perundang-undangan;
r. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b.7.  Seksi  Ekonomi dan Pembangunan


  
Seksi  Ekonomi dan Pembangunan dipimpin  oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam mengordinasikan dan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ekonomi dan pembangunan.

Uraian tugas Kepala Seksi  Ekonomi dan Pembangunan meliputi :

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk  pelaksanaan tugas;

c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Ekonomi dan Pembangunan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.
d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya 

f. Melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan bidang perekonomian meliputi perindustrian dan perdagangan, koperasi, pengusaha kecil dan menengah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah; 
g. Menyiapkan bahan penertiban dan penadatanganan izin mendirikan banguna rumah tinggal sesuai dengan ketentuan;
h. Melakukan fasilitasi bidang pertanian meliputi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;;
i. Melakukan pendataan, evaluasi dan pelaporan statistik pertanian secara periodik;
j. Melakukan pendataan obyek dan subyek pajak, retribusi serta pendataan lainnya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
k. Memfasilitasi pengawasan dan pengendalian bidang sumber daya alam meliputi perhutanan, kepariwisataan, pertambangan dan lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
l. Memfasilitasi pengembangan perekonomian desa/kelurahan;
m. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan perekonomian;
n. Memantau pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
o. Memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan;
p. Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan;
q. Memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan jembatan dan pengembangan perumahan, pemukiman dan perkotaan sesuai dengan rencana tata ruang;
r. Memantau dan mengendalikan kegiatan bidang pembangunan meliputi pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan dan jembatan, pengembangan perumahan dan pemukiman;
s. Memfasilitasi pengelolaan bidang pengembangan sumber daya air, prasarana jalan, jembatan dan perumahan serta pemukiman sesuai dengan rencana tata ruang;
t. Mengumpulkan dan mengelolah data dibidang pengembangan jalan dan jembatan, perumahan, pemukiman serta penyehatan lingkungan;
u. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pembangunan;
v. Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian evaluasi kebijakan teknis dibidang ekonomi dan pembangunan;
w. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
x. Menilai kinerja aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
y. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
z. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b.8.  Seksi  Kesejahteraan Sosial


  
Seksi  Kesejahteraan Sosial dipimpin  oleh Kepala Seksi yang mepunyai tugas membantu Camat dalam mengordinasikan dan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial.

Uraian tugas Kepala Seksi  Kesejahteraan Sosial meliputi :
a.  Menyusun rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk  pelaksanaan tugas;

c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kesejahteraan Sosial  untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan organisasi kemasyarakatan;
g. Mengordinasikan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial;
h. Melakukan pembinaan dibIdang mental dan keagamaan;
i. Mengordinasikan kegiatan dibidang rehabilitasi kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan perlindungan sosial serta pengembangan dan pemberdayaan sosial;
j. Mengordinasikan  pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial; 
k. Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis dibidang kesejahteraan sosial;
l. Melakukan kordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
m. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
n. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b.8.  Seksi  Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

  
Seksi  Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan  dipimpin  oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam mengordinasikan dan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan .

Uraian tugas Kepala Seksi  Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan meliputi :

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk  pelaksanaan tugas;

c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Melakukan fasilitasin pemberdayaan masyarakat meliputi fasilitasi pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengembangan masyarakat kelurahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;

g. Melakukan fasilitasi dan pelayanan kesejahteraan sosial meliputi fasilitasi sosial, ketenagakerjaan, transmigrasi, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan kehidupan keagamaan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;

h. Menginventarisasikan dan memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan masalah sosial;

i. Memfasilitasi pembinaan generasi muda, olah raga dan seni budaya;
j. Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis dibidang Pemerintahan;

k. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;

l. Menilai kinerja aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
m. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Tata Kerja

Camat, Sekretaris Camat, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip-prisip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

Jumlah Pegawai Kantor Kecamatan Bontomanai    orang terdiri dari :

1.  Pembina ( IV/b )


: - orang

2.  Pembina ( IV/a )


: 1 orang

3.  Penata Tk 1 ( III/d )


: 3 orang

4.  Penata 



: 3 orang

 5. Penata Muda Tk.I (III/b)

: 3 orang

6.  Penata Muda


: 3 orang

7.  Pengatur Muda Tk I (II d)

: 3 orang

8.  Pengatur Muda Pengatur (II/c)
: 1 orang  
8.  Pengatur Muda Tk.I (II/b)

:  1 orang
9.  Pengatur Muda ( II/a )

: 1 orang
10.Tenaga Kontrak 


: 17 orang
Jumlah personil Kantor Kecamatan Bontomanai yang menduduki Jabatan Struktural adalah :

1. Camat, Eselon IIIa


:  1 orang

2. Sekcam, Eselon IIIb


:  1 orang

3. Kepala Seksi, Eselon IVa

:  5 orang

4. Kepala Subbagian, Eselon IVb
:  2 orang
3. Peran Strategis Instansi Kecamatan Bontomanai
Kedudukan Camat sebagai Kepala Kecamatan dalam pasal 6 Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Bontomanai, adalah sebagai Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah yang berperan memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 
4. Kekuatan Sumber Daya yang Ada
1. Geografis / Administrasi 
Kecamatan Bontomanai secara geografis, terletak di sebelah utara Benteng, dengan ibukota Polebunging dengan jarak sekitar 16 Km. dari ibukota Kabupaten atau terletak pada koordinat [image: image1.png]


6°3′10.15″LS,120°30′26.34″BT
Adapun  batas-batas Wilayah Kecamatan Bontomanai adalah sebagai berikut:
1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa kohala dan Desa Mekar Indah Kecamatan Buki

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Flores.

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Putabangung Kecamatan Bontoharu dan Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng.

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Jawa dan Selat Makassar.

Luas Kecamatan Bontomanai sesuai tercatat pada buku Kecamatan Bontomanai dalam angka tahun 2021 adalah 136,42 Km². Secara administratif terbagi menjadi 10 (sepuluh) Desa, terdiri dari Desa Parak, Desa Barugaia, Desa Bontomarannu, Desa Bonea Timur, Desa Mare-mare, Desa Jambuia, Desa polebunging, Desa Bonea Makmur, Desa Kaburu dan Desa Bontokoraang.
2. Sosial Ekonomi

Ditinjau dari segi sosial kemasyarakatan masyarakat Kecamatan Bontomanai adlah masyarakat agraris serta memiliki beraneka ragam budaya dan perlu dilakukan pembinaan secara terus menerus guna mendukung  kelancaran dan keberhasilan kegiatan pemerintah dan  pembangunan. Sebagian besar masyarakat Kecamatan Bontomanai hidup dari mata pencaharian di sektor pertanian dan sebagian besar masyarakat memeluk agama Islam.

3. Prasarana dan Sarana

Kondisi prasarana dan sarana wilayah Kecamatan Bontomanai cukup memadai sehingga sangat mendukung kearah tingkat kemajuan wilayah. Dengan dibukanya jalur selatan – selatan yang ada pada saat ini menambah tingkat mobilitas penduduk khususnya di bagian selatan Kecamatan Bontomanai.

Dengan dilengkapi prasarana jembatan pada kondisi baik dan didukung dengan alat trasportasi, baik kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua. Selain sarana dan prasarana tersebut diatas juga didukung  dengan sarana telekomunikasi berupa jaringan seluler.
4. Sumber Daya Alam

Ditinjau dari kondisi wilayah ( letak geografis ) Kecamatan Bontomanai sangat potensial untuk pembangunan pertanian dengan luas wilayah  136,42 Km²yang sebagian berupa tanah dataran rendah dan sedang. Berdasarkan pencatatan stasiun metereologi, jumlah rata-rata hujan sekitar 91,9 mm/tahun dengan suhu rata-rata 30˚C. Kondisi tofografi Kecamatan Bontomanai bervariasi, sebagian tanah dataran rendah, sedang, tinggi dan daerah pantai dengan ketinggian tanah dari permukaan laut antara 0 sampai 150 mdpl
Di sektor kepariwisataan Kecamatan Bontomanai mempunyai potensi yang tidak kalah menariknya dengan daerah lain. Obyek wisata Kampung Penyu, Puncak tana Doang, Mesjid  Tua Gantarang Lalang Bata dan Pantai Ngapaloka merupakan andalan dan sumber PADS yang cukup baik untuk terus dikembangkan guna menunjang otonomi daerah.

5. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam pengelolaan pembangunan yang secara dinamis mampu mengolah faktor – factor lainnya untuk mencapai produktifitas sumber daya yang optimal.

BAB II

PERENCANAAN STRATEJIK
I. RENCANA STRATEGIS
Perencanaan Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memprtimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program yang realistis dan  rencana  masa depan yang diinginkan dan dicapai.

A. VISI 

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi akan dicapai dengan kerja keras dan dalam kurun waktu yang telah ditentukan, mengingat sasaran akan berkembang terus sesuai dengan kondisi lingkungan strategis pembangunan pertanian dan ketahanan pangan. Dalam rangka ikut mendukung pembangunan nasional, Kecamatan Bontomanai mempunyai visi tahun 2016-2021, yaitu: “Terwujudnya masyarakat maritim yang sejahtera berbasis nilai keagamaan dan budaya”. 

Visi tersebut diwujudkan melalui 7 (tujuh) misi pembangunan, yaitu: 

1. Mewujudkan Nilai Keagamaan Sebagai Sumber Inspirasi dan Basis Nilai Utama Dalam Pembangunan secara Terencana, Menyeluruh dan Berkelanjutan
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik melalui Pendekatan Aspiratif, Partisipatif dan Transparan
3. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat
4. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Investasi Swasta di Sektor Perikanan, Kelautan dan Pariwisata
5. Mewujudkan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam sesuai Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Daerah
6. Mewujudkan Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Daerah serta Sentra Pertumbuhan di Sektor Agrobisnis dan Agromaritim yang Berbasis Pada Ekonomi Kerakyatan
7. Mewujudkan Pelestarian Tradisi dan Kearifan Lokal melalui Strategi Kebudayaan
B. TUJUAN 

Kecamatan Bontomanai menetapkan tujuan yang akan dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatkan  pelayanan adminsitrasi perkantoran

2.   sarana dan prasarana aparatur

3.  Tersusunnya laporan bulanan, triwulanan dan semesteran

4. Terselenggaranya koordinasi pemerintah Desa serta meningkatkan kualitas SDM, pengetahuan kemampuan dan tersedianya data yang akurat

5.  Terselenggaranya pelayanan administrasi masyarakat

6.  Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah Kecamatan

7.  Terselenggaranya koordinasi pemerintah Kecamatan
C. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk sasaran yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

2. Terpeliharanya  Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 
4. Terselenggaranya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Meningkatnya koordinasi dalam pelayanan penyelenggaraan bidang pemerintahan
6. Meningkatnya koordinasi dalan pelayanan ekonomi dan pembangunan
7. Meningkatnya koordinasi dalam pelayanan kesejahteraan sosial
8. Meningkatnya koordinasi dalam pelayanan ketentraman dan ketertiban umum
D KEBIJAKAN

Kebijakannya yaitu :

1. Melaksanakan fungsi koordinasi Pemerintah Kecamatan

2. Melaksanakan fungsi pembinaann dan fasilitasi Pemerintah Desa

3. Meningkatkan pelayanan administrasi masyarakat

4. Meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan

E. PROGRAM

Program adalah kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan satu atau beberapa perangkat daerah ataupun dalam  rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Program merupakan rencana tindak ( action play ) yang terdiri dari kegiatan – kagiatan spesifik yang harus dilaksanakan untuk mecapai masing – masing sasaran.
Sesuai dengan Renstra Kecamatan Bontomanai  program yang dilaksanakan Kecamatan Bontomanai adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5. Program Peningkatan Koordinasi, Fasilitasi dan Penyelenggaraan Layanan Bidang Pemerintahan 
6. Program Peningkatan Koordinasi, Fasilitasi dan Penyelenggaraan Layanan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
7. Program Peningkatan Koordinasi, Fasilitasi dan Penyelenggaraan Layanan Bidang Kesejahteraan Sosial
8. Program Peningkatan Koordinasi, Fasilitasi dan Penyelenggaraan Layanan Bidang  Ketentraman dan Ketertiban  Umum
II.  RENCANA KINERJA

A. KEGIATAN TAHUN. 2021
	NO


	PROGRAM
	KEGIATAN
	KET

	1
	2
	3
	4

	1
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	

	
	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	

	
	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	

	
	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah

	

	
	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

	

	
	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah


	

	2
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan
	

	3.
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	

	4
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
	

	5
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
	

	6
	Program Pembinaan dan Pengawasan  Pemerintahan Desa 
	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kantor Kecamatan Bontomanai adalah perwujudan kewajiban Kantor Kecamatan Bontomanai untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
Kinerja Kantor Kecamatan Bontomanai tahun 2021 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Adanya beberapa kegiatan yang mengalami perubahan karena menyesuaiakan kegiatan di Kantor Kecamatan Bontomanai. dan kegiatan tersebut diusulkan dalam perubahan anggaran.
1. Permasalahan
1. Beragam masalah yang dihadapi sekarang ini dalam bidang pembangunan dari berbagai sektor, sehingga memerlukan prioritas program dan kegiatan, yang telah dimusyawarahkan dalam musrenbang tingkat Kecamatan, tetapi dari hasil musrenbang tersebut masih banyak yang belum masuk dalam prioritas program dan kegiatan dinas instansi terkait di tingkat Kabupaten.

2. Personil kecamatan belum dapat seluruhnya menjabarkan dan mengembangkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.
 3. Beban kerja di kantor kecamatan Bontomanai tidak sesuai dengan jumlah karyawan / SDM yang ada. Banyak kegiatan di semua bidang di Desa yang seharusnya di monitor, akan tetapi jumlah karyawan sangat terbatas di semua Seksi di Kecamatan Bontomanai. 
II.  Pemecahan

1.  Mengadakan koordinasi dengan dinas intansi tingkat Kabupaten.

2. Penerapan pedoman kerja dalam tugas, pembagian tupoksi serta mengoptimalkan pegawai tidak tetap.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan, baik melalui usulan-usulan penambahan pegawai sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan maupun penyertaan melalui kursus-kursus ataupun pelatihan sesuai dengan bidangnya, dengan demikian seluruh komponen personil yang ada mampu mengembangkan tugas pokoknya masing-masing sejalan dengan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.
A. URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA
Dalam melaksanakan pengukuran kinerja Kecamatan Bontomanai membandingkan antara kinerja nyata / realita dengan kinerja yang direncanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan.
Adapun penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data / informasi untuk menentukan kinerja kegiatan / program / kebijakan. Penetapan indikator tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (input), keluaran (output), hasil (otcomes), manfaat (benefits) dan dampak ( impacts)
Indikator tersebut dapat digunakan untuk evaluasi baik dalam tahap perencanaan ( ex – antre ), tahap pelaksanaan ( on – going ) ataupun setelah kegiatan selesai berfungsi        ( ex – post )

Pada indikator input dan output dapat dinilai sebelum kegiatan yang dilaksanakan selesai. Sedangkan untuk indikator outcones, benefits dan impacts akan diperoleh setelah kegiatan selesai, namun perlu diantisipasi sejak tahap perencanaan
	No
	Uraian
	Indikator Kinerja

	1
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Inputs

Outputs

Outcomes
	APBD 2021   Rp. 10.000.000,-

Penyediaan Dokumen Perangkat Daerah
Tersedianya Data Perangkat Daerah

	2
	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	Inputs

Outputs
Outcomes
	APBD 2021   Rp. 20.000.000,-

Penyajian informasi laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan

Tersedianya dokumen laporan bulanan,triwulanan, semesteran dan tahunan

	3
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	Inputs

Outputs

Outcomes
	APBD 2021  Rp.  22.125.000,-

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

	4
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Inputs

Outputs

Outcomes
	APBD 2021 Rp.  94.665.000,-

Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi serta Konsultasi SKPD
Terselenggaranya Rapat dan Koordinasi serta Konsultasi SKPD


	5
	Pengadaan peralatan gedung kantor
	Inputs

Outputs

Outcomes
	APBD 2021   Rp.  2.920.000,-

Pengadaan peralatan penunjang administrasi perkantoran
Pengadaan komputer

	6
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Inputs

Outputs

Outcomes
	APBD 2021   Rp.  7.000.000,-

Penyediaan Layanan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Layanan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik


	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Inputs

Outputs

Outcomes
	APBD 2021   Rp.  263.855.000,-

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor



	7
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 
	Inputs

Outputs

Outcomes
	APBD 2021   Rp. 15.200.000,-

Pemeliharaan bahan bangunan yang sudah tidak layak pakai

Terpeliharanya bangunan gedung kantor 

	8
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan 
	Inputs

Outputs

Outcomes
	APBD 2021  Rp. 33.630.000,-

Perawatan dan penggantian onderdil dan suku cadang yang sudah tidak layak pakai dan kendaraan dinas roda 4 
Tepeliharanya dan terawatnya ken-daraan dinas roda 4 

	9
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas atau kendaraan dinas Operasional atau Lapangan
	Inputs

Outputs

Outcomes
	APBD 2021  Rp. 18.200.000,-

Perawatan dan penggantian onderdil dan suku cadang yang sudah tidak layak pakai dan kendaraan dinas roda 2 

Tepeliharanya dan terawatnya kendaraan dinas roda 2

	10
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
	Inputs

Outputs

Outcomes
	APBD 2021  Rp. 7.000.000,-

Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan kepada masyarakat
Terselenggaranya Kegiatan Pelayanan kepada masyarakat


	11
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
	Inputs

Outputs

Outcomes
	APBD 2021   Rp.  15.000.000,-

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan
Terwujudnya peran serta masyarakat dalam peran serta masyarakat dalam pembangunan

	12
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
	Inputs

Outputs

Outcomes
	APBD 2021   Rp. 10.000.000,-

Jumlah koordinasi penegakan perda di Kec. Bontomanai

Jumlah patroli wilayah

Terwujudnya situasi keamanan yang kondusif

	13
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Kesatuan Republik Indonesia
	Inputs

Outputs

Outcomes
	APBD 2021   Rp. 19.800.000,-

Pelaksanaan Penbinaan Wawasan Kebangsaan

Terwujudnya Masyarakat yang berwawasan kebangsaan

	14
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Inputs

Outputs

Outcomes
	APBD 2021   Rp. 15.000.000,-

Pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyaraka

Terselenggaranya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyaraka



	


B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
Kinerja Kantor Kecamatan Bontomanai tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2021 adalah sebagai berikut :
Sasaran tersebut antara lain :

1. Kelancaran kegiatan kantor

2. Tersedianya sarana dan prasarana kantor

3. Tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan keuangan SKPD
4. Terselenggaranya koordinasi Pemerintah Kecamatan

5. Terselenggaranya koordinasi Pemerintah Desa dan meningkatkan kualitas SDM dalam  pengetahuan, kemampuan serta tersedianya data yang akurat

6. Terselenggaranya pelayanan admisnistrasi masyarakat

7. Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah Kecamatan

Kinerja sasaran ini rata – rata mencapai 100 %. Dalam usaha mencapai sasaran Kantor Kecamatan Bontomanai menetapkan      kebijakan yang dijabarkan dalam 8 (delapan) program dan 20 (dua puluh ) kegiatan dengan 6 ( enam ) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti tampak dalam tebel berikut ini :
	NO
	INDIKATOR SASARAN
	TAHUN 2021
	% PENCAPAI AN TARGET

	
	
	TARGET
	REALISASI
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
	100 %
	100 %
	100 %

	2
	Terpeliharanya  Sarana dan Prasarana Aparatur
	100 %
	100 %
	100 %

	3
	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
	100 %
	100 %
	100 %

	4
	Terselenggaranya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	100 %
	100 %
	100 %

	5
	Meningkatnya koordinasi dalam pelayanan penyelenggaraan bidang pemerintahan
	100 %
	100 %
	100 %

	6
	Meningkatnya koordinasi dalan pelayanan ekonomi dan pembangunan
	100 %
	95 %
	95 %

	7
	Meningkatnya koordinasi dalam pelayanan kesejahteraan sosial
	
	
	

	8.
	Meningkatnya koordinasi dalam pelayanan ketentraman dan ketertiban umum
	
	
	


C. AKUNTABILITAS KEUANGAN
KECAMATAN BONTOMANAI
REALISASI APBD TAHUN 2021
	KEGIATAN
	PAGU ANGGARAN

SETELAH PERUBAHAN
	REALISASI

( Rp )
	TARGET

( % )
	KET

	1
	2
	3
	4
	5

	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	Rp.  7.832.000


	Rp.   6.704.260   
	93%
	

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Rp.  10.000.000


	Rp.   10.000.000   
	100
	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi/Konsultasi SKPD

	Rp. 94.531.000
	Rp. 94.506.159,-
	98 %
	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Rp. 302.237.000,-
	Rp. 302.237.000,-
	100
	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
	Rp. 15.000.000
	Rp. 15.000.000,-
	100
	

	Pendidikan Kepegawaian berdasarkan Tugas dan Fungsi
	Rp. 22.125.000
	Rp. 22.125.000,-
	100
	

	Sinergitas  dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan
	Rp. 37.000.000
	Rp. 37.000.000
	100
	

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan bangsa
	Rp. 10.000.000
	Rp. 10.000.000
	100
	

	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Rp. 15.000.000
	Rp. 15.000.000
	100
	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Rp. 33.630.000
	Rp. 33.630.000
	100
	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas Operasional dan lapangan
	Rp. 18.200.000
	Rp. 17.566.458
	96
	

	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya
	Rp. 2.920.000
	Rp. 2.920.000
	100
	

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa 
	Rp. 15.000.000
	Rp. 15.000.000
	100
	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Rp. 18.000.000
	Rp. 18.000.000
	100
	


BAB IV

PENUTUP

1. Tinjauan Umum
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Kecamatan Bontomanai merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ) yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga yang dimaksudkan sebagai instrument bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

2. Tinjauan Khusus
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dikelola Kecamatan Bontomanai sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada dalam struktur organisasi Kecamatan Bontomanai dimana pengelolaan sumber daya yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin, dapat dilihat dari faktor keberhasilan dan kegagalan yang diuraiakan pada BAB III tentang hasil evaluasi indikator – indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukan oleh pengukuran dan penilaian kinerja, evaluasi kinerja kegiatan dan evaluasi kinerja sasaran.
Ada beberapa hambatan yang dialami dalam pencapaian sasaran maupun kegiatan dikarenakan antara lain :

· Dengan semakin tertibnya administrasi dan kemajuan tehnologi, baik di tingkat Kecamatan maupun tingkat  Desa, tetapi masih kurangnya SDM yang memenuhi kualitas yang diharapkan

· Minimnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan

· Perangkat Desa belum difungsikan sesuai tupoksinya sehingga pengadministrasian kegiatan di Desa belum dikerjakan secara rutin.
Adapun langkah – langkah untuk meminimalkan hambatan – hambatan yang ada adalah sebagai berikut :

· Berupaya meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan mengikutsertakan pada diklat – diklat maupun pembinaan – pembinaan 

· Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang kegiatan

· Mengadakan pembinaan administrasi Desa secara bertahap di 40 Desa se Kecamatan Bontomanai
3. Saran Tindak Lanjut
Dari hasil evaluasi kinerja pada Kantor Kecamatan Bontomanai selama tahun 2014 dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan berhasil cukup baik, namun demikian pada hasil ( outcomes ), manfaat ( benefits ) dan dampak ( impacts ) belum sesuai target yang diharapkan.
Dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2021 masih terdapat beberapa kegiatan yang berlanjut. Hal ini kita laksanakan berdasarkan hasil evaluasi akhir tahun 2021 dimana masih diperlukan kegiatan tersebut pada waktu yang akan datang. Disamping itu juga sebagai pendorong peningkatan kinerja yang ada sehingga target yang direncanakan dapat tercapai.
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Kecamatan Bontomanai tahun 2021 ini disusun agar dapat bermanfaat bagi kita semua.

Polebunging,       Februari 2022
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